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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi konsep syirkah al amlak dalam akad al Musyarakah Al 

Muntahiyah Bi al Tamlik (MMBT) pada produk pembiayaan purchase order (PO) financing fintech Syariah di 

PT Alami Fintek Sharia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, berdasarkan 

pendekatan case study dan interview, dengan mengkombinasikan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

mengkonstruksikan penggunaan syirkah al 'inan dalam akad MMBT, namun PT Alami Fintek Sharia lebih 

memilih untuk menerapkan syirkah al amlak yang secara fiqh diperbolehkan, proses yang lebih sederhana serta 

dapat menjadi solusi terhadap pembiayaan murabahah yang tidak dapat dilakukan, karena calon penerima 

pembiayaan (beneficiary) dianggap telah memiliki barang, karena telah melakukan transaksi kepada pemasok 

(supplier) sebelum pengajuan pembiayaan. 

 

Kata kunci: al musyarakah al muntahiyah bi al tamlik, fintech sharia, syirkah al amlak, syirkah al ‘inan. 

 

ABSTRACT 

This research aims to understand the implementation of the syirkah al amlak concept in the al Musyarakah Al 

Muntahiyah Bi al Tamlik (MMBT) agreement on Sharia fintech purchase order (PO) financing products at PT 

Alami Fintek Sharia. The method used in this research is a qualitative method, based on a case study and 

interview approach, combining library research. The results of the research show that although the Fatwa of 

the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) constructs the use of syirkah al 'inan 

in MMBT contracts, PT Alami Fintek Sharia prefers to apply syirkah al amlak which is permissible in fiqh, a 

process that is simpler and can be is a solution to murabahah financing which cannot be carried out, because 

the prospective recipient of the financing (beneficiary) is deemed to already own the goods, because they have 

made a transaction with the supplier (supplier) before applying for financing. 

 

Keywords : al musyarakah al muntahiyah bi al tamlik, fintech sharia, syirkah al amlak, syirkah al ‘inan. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor keuangan menciptakan beberapa perusahaan 

financial technology (fintech) yang mampu mengubah cara dan pola hidup masyarakat dalam 

menggunakan dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan termasuk untuk pendanaan dan 

pembiayaan. Era modern saat ini, melakukan transaksi menjadi sangat mudah dan tidak terbatas oleh 

waktu atau jarak. Transaksi dapat dilakukan dimana dan kapan saja hanya dengan menggunakan 

sentuhan jari melalui sebuah aplikasi fintech (Gruschow et al., 2016; Muzdalifa et al., 2018; Nugroho 

et al., 2018). Fintech adalah sebuah bentuk pemanfaatan teknologi untuk memberikan solusi dan 

intermediasi keuangan (Buckley et al., 2016; Aaron et al., 2017). Keberadaan industri fintech di 

Indonesia semakin berkembang. Salah satu inovasi di sektor financial technology yang memberikan 

alternatif dan solusi bagi pelaku usaha dalam rangka memperoleh pendanaan atau pembiayaan salah 

satunya yakni melalui peer to peer lending atau peer to peer financing yang mulai hadir secara resmi 

pada tahun 2017. 

Industri fintech financing syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang 

mempertemukan antara pihak pemberi dana (funder) dengan pihak penerima dana (beneficiary) untuk 
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melakukan pendanaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan secara langsung melalui sistem 

elektronik dengan menggunakan jaringan koneksi data atau internet, seamless serta tanpa tatap muka. 

Sektor industri ini muncul di Indonesia sebagai bagian dari alternatif pendanaan atau pembiayaan 

kepada sejumlah kalangan masyarakat yang membutuhkan inovasi teknologi layanan transaksi 

keuangan bebas ribawi yang fleksibel, cepat, mudah dan jangkauan yang luas (Yarli, 2018; Hasan et 

al., 2020; Rahmawati et al., 2020). Lembaga keuangan syariah (termasuk fintech syariah) memiliki 

stabilitas yang melekat karena larangan riba , larangan maysir (perjudian) dan pembagian risiko 

sebagai sarana untuk mencapai investasi produktif (Ascarya et al., 2022). 

Kemunculan fintech yang menjalankan prinsip syariah diharapkan dapat membenahi tujuan 

awal dari eksistensi fintech yang sejatinya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan dan transaksi ekonomi sesuai syariah (Perwira, 2018). Sehingga 

pengembangan produk fintech financing syariah yang memiliki daya saing adalah menjadi sebuah 

keniscayaan. Namun faktanya bahwa pengembangan produk serta layanan yang diberikan sebagai 

salah satu jalan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah, masih 

belum beragam terutama dari sisi penggunaan akad. Salah satu produk dan layanan fintech financing 

syariah yang menjadi fokus utama adalah yang berbasis kemitraan dengan sistem bagi hasil yakni 

akad musyarakah (syirkah) yang belum mengalami perkembangan yang signifikan dan penggunaanya 

masih lebih sedikit di fintech financing syariah dibandingkan dengan produk dengan akad lainnya.  

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 

117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip 

syariah yang merupakan rujukan dasar fintech financing syariah, terdapat beberapa layanan 

pembiayaan yang dapat dikembangkan dalam produk pembiayaan dengan akad musyarakah 

diantaranya; pertama, pembiayaan pengadaan barang pesanan oleh pihak ketiga (purchase order 

financing) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha yang telah memperoleh 

pesanan (order) atau surat perintah kerja (SPK) untuk pengadaan suatu barang dari pihak ketiga. 

Kedua, pembiayaan pengadaan barang untuk para pelaku usaha yang berjualan secara online (online 

seller financing) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha yang melakukan 

transaksi jual beli secara online melalui penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi 

(platform e-commerce atau marketplace) yang telah melakukan kerjasama dengan pihak 

penyelenggara. Ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk para pelaku usaha yang berjualan secara 

online dengan mekanisme pembayaran melalui penyelenggara payment gateway yaitu yaitu 

pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku usaha (penjual/seller) yang aktif berjualan secara 

online melalui saluran distribusi (channel distribution) yang dikelola sendiri dan pembayarannya 

dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran online (payment gateway) yang telah menjalin 

kerjasama dengan pihak penyelenggara. Keempat, pembiayaan berbasis komunitas (community based 

financing) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para anggota komunitas yang membutuhkan 

pembiayaan dengan mekanisme atau skema pembayaran dikoordinasikan melalui pengurus komunitas 

tersebut (Sahroni, 2019). 

Penggunaan akad dengan skema kemitraan sejatinya juga tidak hanya terbatas kepada akad 

musyarakah atau musyarakah mutanaqishah saja seperti yang sering digunakan oleh di industri 

perbankan, melainkan juga dengan akad syirkah lainnya. Tahun 2019, DSN-MUI mengeluarkan 

produk fatwa nomor 133/DSN-MUI/X/2019 tentang al musyarakah al muntahiyah bi al tamlik 

(MMBT). Meskipun fatwa tersebut merupakan landasan bagi transaksi Sukuk Bank Indonesia 

(SUKBI), sebenarnya akad tersebut juga bisa digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk 

fintech financing syariah dalam mengembangkan layanan produk pembiayaannya. Terutama jika 

dilihat dari konsep skema akad MMBT, lebih cocok dengan pola pengembalian dana (repayment) di 

fintech syariah yang dilakukan secara keseluruhan (baca; lump sum) pada akhir masa pembiayaan. 

Namun demikian, penggunaan akad MMBT di fintech financing syariah sejauh ini masih terbatas 

diberikan oleh PT Alami Fintek Sharia (Primanilisa, 2023). 

Berdasarkan hal tersebut, PT Alami Fintek Sharia sebagai objek penelitian, karena menjadi 

satu-satunya fintech financing syariah, bahkan di industri keuangan syariah, yang menggunakan akad 

MMBT dalam produk yang ditawarkannya. PT Alami Fintek Sharia merupakan salah satu platform 

penyelenggara fintech yang terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 

Mei 2020, memiliki jenis usaha berbasis syariah (Salekhah, 2021). Di samping itu, adanya perbedaan 
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konsep syirkah dalam fatwa MMBT dengan implementasinya di PT Alami Fintek Sharia. Konstruksi 

akad syirkah dalam fatwa MMBT menggunakan syirkah al ‘inan sedangkan implementasi di PT 

Alami Fintek Sharia menggunakan syirkah al amlak (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Konsep Syirkah Al Amlak dalam Akad Al 

Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT) pada Produk Pembiayaan Purchase Order (PO) 

Financing Fintech Syariah di PT Alami Fintek Sharia, 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diantaranya berupa studi kasus dan wawancara 

terpusat, juga menggabungkan kajian pustaka (library research) dan dan lapangan (field research). 

Berbagai data dikumpulkan melalui kajian pustaka dari berbagai sumber dan literatur yang terkait. 

Data dianalisis kesesuaiannya terhadap hasil yang diperoleh dari case study dan interview (Gunawan, 

2013). Metode pendekatan kualitatif ini diantaranya dalam rangka menjawab terhadap permasalahan 

yang memerlukan pemahaman komprehensif, sesuai dengan kondisi objektif di lapangan pada waktu 

tertentu (Moleong, 2009). Data tambahan diperoleh dari observasi berupa dokumen, artikel, jurnal, 

peraturan perundang-undangan, fatwa, buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pendanaan, 

pembiayaan, financial technology, dan akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT).  

 

HASIL  

Syirkah adalah salah satu institusi bisnis paling tua yang hingga kini masih digunakan oleh 

masyarakat islam (muslim). Seiring perkembangan pemikiran manusia, akad syirkah telah mengalami 

berbagai penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan manusia yang terus berubah (Hasanudin & 

Mubarak, 2012).  Secara bahasa, Syirkah atau perserikatan memiliki definisi: 

 

تزََانِ عَنإ بعَإضِهَا خَرِ بِحَيإثُ لََ يمَإ تلِاطُ أيَ خَلإطُ أحََدِ الإمَالَيإنِ باِلْإ خإ ِ  . الْإ

 

"Percampuran, artinya bercampurnya salah satu dari dua harta (al maal) dengan harta yang lain, tanpa 

mampu dibedakan antara keduanya” (Syafei, 2001; Suhendi, 2016). 

 

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi syirkah yang disampaikan oleh para ulama fiqh 

diantaranya: 

(1) disampaikan oleh ulama Malikiyah sebagaimana diterangkan oleh Ad Dasuqi, (n.d.) dalam kitab 

Hasyiyah Ad Dasuqi 'ala Asy Syarhil Kabir. Menurut mereka, syirkah adalah: 

 

فِ لهَُمَا مَعَ أنَفسُِهِمَا فيِ مَالٍ لهَُمَا أيَُّ أنَإ يأَإذنََ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيإنِ لِصَ  احِبِهِ فيِ أنَإ يَتصََرَفَ فيِ مَالِ لهَُمَا مَعَ إذِإنٌ فيِ التَّصَرُّ

فِ لِكُل ِ  ِ التَّصَرُّ مِنإهُما ابإقاَءِ حَق    

 

“Izin untuk mengelola harta (tasharruf al maal) yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama, 

yang dilakukan oleh keduanya, keduanya saling memberikan izin kepada salah satu yang lain untuk 

mengelola harta milik keduanya, namun masing-masing mempunyai hak untuk mentasharrufkannya" 

 

(2) definisi yang dikemukakan Hanabilah sebagaimana dijelaskan oleh al-Maqdisi, (n.d.) dalam kitab 

yang berjudul Al Mughni sebagai berikut: 

 

فٍ  قاَقِ أوَإ تصََرُّ تِحإ تمَِاعُ فيِ اسإ جإ ِ  الْإ

 

"Perhimpunan terhadap hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (tasharruf)". 

 

(3) definisi yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khatib, (n.d.) 

dalam kitab yang berjudul Mughnil Muhtaj ila Ma'rifat Alfazil Minhaj; 

 

عِ  ثرََ عَلىَ جِهَةِ الشُّيوُإ ءٍ لَِثإنَيإنِ فأَكَإ ِ فيِ شَيإ تُ الإحَق   ثبُوُإ
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“Tetapnya hak atas sesuatu (bertindak hukum) dua orang atau lebih terhdap sesuatu (cara) yang 

mereka sepakati”. 

 

(4) definisi yang disampaikan oleh kalangan ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Abidin, (n.d.) di dalam sebuah kitab bernama Raddul Muhtar 'ala ad Dur al Mukhtar, bahwa 

Syirkah adalah:  

 

بإحِ  مَالِ وَالرَّ
عَقإدٌ بَيإنَ الإمُتشََارِكَيإنِ فيِ رَأإسِ الإ ََ  

 

“Akad yang dilangsungkan oleh dua orang yang berserikat dalam modal (ra’s al maal) dan 

keuntungan (ar ribh)”. 

 

Antonio (2001) sebagaimana mengutip dalam kitab Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al 

Muqtasid karya (Rusyd, n.d.) mendefinisikan syirkah atau musyarakah adalah akad kerja sama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada prinsipnya sejumlah definisi yang disampaikan oleh para 

ulama fiqh tersebut hanya memiliki perbedaan dari sisi redaksional saja, namun secara esensi yang 

termaktub di dalamnya adalah sama, yakni ikatan kerjasama yang dilangsungkan oleh dua orang atau 

lebih dalam usaha tertentu. Dengan dilakukannya akad syirkah yang disepakati oleh kedua belah 

pihak, dengan demikian seluruh pihak yang mengikatkan dirinya, maka memiliki hak untuk bertindak 

hukum terhadap harta syirkah tersebut dan memiliki hak terhadap keuntungan secara proporsional 

sesuai dengan yang disepakati. 

Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017, bahwa akad syirkah secara definitif 

merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih atas suatu usaha tertentu, yang mana 

setiap pihak memberikan ra's al mal (modal) untuk digabungkan menjadi satu sebagai modal usaha 

bersama (ra’s al mal as syirkah), dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha 

tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau nisbah proporsional, sedangkan jika terjadi 

kerugian maka ditanggung oleh para pihak (syarik) secara proporsional. 

 

Macam-Macam Akad Syirkah 

Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi 2 (dua) macam, yakni syirkah al amlak 

(perserikatan dalam kepemilikan) dan syirkah al ‘uqud (perserikatan yang didasarkan karena suatu 

akad) (Sudarsono, 2003). Pertama, syirkah amlak adalah akad yang dilangsungkan oleh dua orang 

atau lebih yang memiliki atas suatu barang tanpa adanya suatu akad (syirkah). syirkah al amlak dibagi 

menjadi 2 (dua) yakni 1) syirkah ikhtiar adalah akad syirkah yang timbul karena adanya perikatan dari 

dua orang yang mengikatkan diri. kepemilikan ini bisa terjadi karena berbagai sebab seperti warisan, 

hibah, atau pembelian bersama. dalam syirkah al-amlak, para pihak memiliki hak atas harta tersebut 

secara proporsional sesuai dengan bagian kepemilikan mereka. 2) syirkah ijbar adalah akad syirkah 

yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan disandarkan atas perbuatan mereka, seperti 

dua orang diwariskan sesuatu oleh orang tua, maka pihak yang diberikan waris menjadi syarik atas 

yang lain (Haroen, 2000).  

Kedua macam bentuk syirkah al amlak tersebut, menurut pendapat ulama fiqh bahwa status 

para pihak yang bersyirkah, masing-masing sesuai dengan haknya dan bersifat sendiri-sendiri secara 

hukum. Oleh karenanya, salah satu pihak tidak boleh mendayagunakan atau mengelola (baca; 

tasharruf) harta syirkah tersebut tanpa mendapatkan izin dari syarik yang lain, karena keduanya tidak 

mempunyai kewenangan untuk menentukan bagian yang menjadi miliknya (Al-Kasani, n.d.). Kedua, 

syirkah al ‘uqud adalah suatu transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersyirkah 

dalam harta (al maal) dan keuntungannya (ar ribh). terdapat sejumlah perbedaan pendapat di antara 

para ulama fiqh terkait bentuk syirkah al ‘uqud (Al-Sarakhsi, n.d.). 

Ulama hanabilah membagi syirkah al ‘uqud menjadi lima bentuk, yakni (1) syirkah al ‘inan 

yaitu penggabungan harta atau modal yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang jumlahnya tidak 

selalu sama, (2) syirkah al mufawadhah adalah penggabungan harta atau modal dimana modal dan 

bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik secara kualitas dan maupun kuantitasnya sama. Adapun 
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keuntungan yang diperoleh dibagikan secara rata. (3) syirkah al abdan adalah suatu akad syirkah 

dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagı bersama, (4) syirkah al wujuh adalah syirkah tanpa adanya 

modal (berupa harta) yang diberikan, dan (5) syirkah al mudharabah adalah bentuk kerjasama antara 

pemilik modal dengan seseorang yang memiliki kemampuan atau kecakapan dalam berdagang, dan 

keuntungan dari perdagangan yang berasal darı modal itu dibagi bersama (al-Maqdisi, n.d.). Kalangan 

dari ulama Malıkıyah dan ulama Syafi'iyah, membagi bentuk syırkah al 'uqud itu menjadi 4 (empat), 

diantaranya adalah syırkah al 'ınan, syirkah al mufawadhah, syırkah al abdan, dan syirkah al wujuh. 

Sedangkan bentuk syirkah al mudharabah, yang disampaikan oleh ulama Hanabilah, mereka menolak 

sebagai suatu bentuk syirkah (Khafif, 1972). Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi syırkah 

menjadi 3 (tiga) bentuk, diantaranya adalah syirkah al amwal (syirkah dalam bentuk harta/modal), 

syırkah al a’mal (syirkah dalam bentuk suatu kerja), dan syırkah al wujuh (perserikatan tanpa modal 

berupa harta). Menurut mereka, ketiga bentuk syirkah ini bisa masuk ke dalam kategori syirkah al 

’inan dan bisa juga ke dalam syirkah al mufawadhah (Abidin, n.d.). 

 

Hukum Syirkah Al ‘Inan 

Menurut para ulama fiqh, syirkah yang masuk dalam kategori syirkah al 'uqud diantaranya 

adalah Syirkah Al ’Inan adalah syirkah dalam modal (harta) atas suatu perdagangan yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih dan keuntungannya dibagi bersama. Para ulama fiqh bersepakat dan 

mengungkapkan bahwa bentuk syirkah seperti ini adalah boleh (jaiz). Syirkah semacam ini banyak 

dilakukan oleh manusia karena tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal (ra’s al maal) dan 

pengelolaan (tasharruf). Bisa jadi modal dari satu orang lebih banyak dibandingkan dengan modal 

yang lain, sebagaimana diperkenankan juga salah seorang bertanggung jawab atas usaha syirkah 

sementara yang lain tidak. Begitu pula dalam membagi hasil atas usaha, jumlahnya boleh dibagikan 

sama atau berbeda, tergantung kepada kesepakatan dan syarat serta ketentuan dalam akad. Adapun 

jika terjadi kerugian maka dibagi berdasarkan kontribusi modal yang diberikan sebagaimana 

ungkapan dalam sebuah kaidah fiqh yang berbunyi: 

 

بإحُ عَلىَ مَا شَرَطَا وَالإوَضِيإعَةُ عَلىَ قدَإرِ الإمَالَيإنِ   الر ِ

 

"Keuntungan didasarkan kepada syarat yang ditentukan berdua, sedangkan kerugian atau 

pengeluaran didasarkan kepada kadar (porsi) harta keduanya”(Az Zaila’i, n.d.). 

 

Konsep Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik berdasarkan Fatwa DSN-MUI 

Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah bi al Tamlik (MMBT) telah diatur dalam fatwa DSN-

MUI No. 133/DSN-MUI/X/2019. Dalam Fatwa tersebut, terdapat sejumlah ketentuan mencakup 

diantaranya: ketentuan umum, ketentuan akad dan ketentuan khusus. Pertama, ketentuan umum; pada 

bagian ketentuan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Al Musyarakah Al Muntahiyah bi al 

Tamlik (MMBT) adalah akad syirkah dimana salah satu Syarik mengalihkan hishshahnya kepada 

Syarik yang lain secara sekaligus sesuai dengan janji (wa’d), baik itu dilakukan dengan menggunakan 

akad bai, hibah atau hibah wal bai’, sehingga seluruh modal usaha syirkah menjadi milik Syarik lain. 

Kemudian dijelaskan juga pengertian dari Syirkah Al ‘Inan (شركة العنان) yaitu Syirkah yang dilakukan 

antara dua pihak (Syarik) atau lebih, yang masing-masing memberikan kontribusi porsi modal (ra's 

al-mal) yang tidak harus sama nilai dan atau jumlahnya, serta memiliki hak untuk ikut serta dalam 

suatu kegiatan usaha (al 'amal).  

Pada bagian ini juga disebutkan pengertian dari Hishshah yaitu porsi atau bagian Syarik 

dalam kekayaan Syirkah yang berupa musya'. Musya' (المشاع) itu sendiri adalah hishshah yang 

memiliki nilai tertentu dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Bentuk jual-beli dalam 

akad MMBT ini merupakan Bai' al Musya' (المشاع  ;'yaitu jual beli yang objeknya adalah Musya (بيع 

Kemudian juga dijelaskan terkait nisbah bagi hasil dalam akad syirkah, baik dilakukan dengan nisbah 

proporsional atau nisbah kesepakatan. Yang dimaksud dengan bagi hasil proporsional adalah bahwa 

keuntungan usaha dibagi sesuai dengan proporsi modal (prosentase) syirkah; sedangkan bagi hasil 

dengan cara kesepakatan adalah keuntungan yang dibagi dalam syirkah tidak harus berbanding 

lurusnya (linier) dengan proporsi modal yang diberikan Syarik (Mubarak & Hasanudin, 2013). 
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Kedua, ketentuan hukum. akad Al Musyarakah Al Muntahiyah bi al Tamlik boleh dilakukan 

dengan syarat tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut. Ketiga, 

ketentuan akad. Disebutkan bahwa Al Musyarakah Al Muntahiyah bi al Tamlik terdiri atas akad 

musyarakah/syirkah dan akad tamlik (pengalihan kepemilikan) serta adanya janji (wa'd) untuk 

melakukan pengalihan hishshah milik salah satu syarik kepada syarik lainnya, baik peralihan itu 

menggunakan akad jual beli, hibah, atau akad tamlik lainnya. Pada bagian ketentuan ini tidak 

dijelaskan jenis akad syirkah secara eksplisit apakah menggunakan syirkah al amlak atau syirkah al 

uqud, namun pada ketentuan umum disebutkan pengertian syirkah al ‘inan yang mana masuk ke 

dalam jenis syirkah al uqud. Hal tersebut didukung dengan penjelasan pada bagian kegiatan usaha 

dalam akad Al Musyarakah Al Muntahiyah bi al Tamlik yang boleh dilakukan dengan menggunakan 

akad ijarah, mudharabah, bai' atau bahkan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Karena 

dalam konsep syirkah al ‘inan, objek akad yang dimiliki oleh Syarik harus diusahakan (tasharruf) 

secara bersama-sama baik dengan cara disewakan dengan akad ijarah, dibagihasilkan dengan akad 

Mudharabah atau Musyarakah, dijual belikan dengan akad Bai’ atau dengan mekanisme akad lain, 

sehingga aset syirkah tersebut menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada Syarik sesuai 

dengan nisbah yang disepakati. 

Keempat, ketentuan khusus. Pada bagian ini disebutkan dengan jelas bahwa Para pihak yang 

melakukan akad Al Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik hukumnya wajib untuk melaksanakan Akad 

Syirkah terlebih dahulu dan mencantumkan secara jelas jumlah modal (ra's al mal) setiap pihak 

(Syarik), usaha, nisbah bagi hasil, ketentuan mengenai waktu dan cara melakukan bagi hasil, serta 

ketentuan terkait Kerugian (al khasarah). Kemudian dalam pengalihan kepemilikan atas hishshah 

dalam akad Al Musyarakah Al Muntahiyah bi al Tamlik dengan jual beli (bai’), terdapat unsur 

muwa'adah (saling berjanji) dimana pihak pertama (salah satu Syarik/LKS) berjanji (wa'd) untuk 

menjual secara sekaligus seluruh hishshah yang dimilikinya dan pihak kedua (Syarik yang lain, 

nasabah) pun berjanji untuk membelinya di akhir periode Akad Syirkah atau pada waktu yang mereka 

sepakati yang dilakukan secara terpisah. Ketika jual beli hishshah telah dilakukan (sekaligus) yang 

menyebabkan seluruh hishshah beralih maka dengan sendirinya demi hukum akad Al Musyarakah Al 

Muntahiyah bi al Tamlik itu berakhir. 

Berdasarkan penjelasan fatwa Nomor 113 tersebut bahwa konstruksi Syirkah dalam akad Al 

Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT) adalah Syirkah Al ‘Inan. Hal ini ini juga 

sebagaimana terdapat dalam konstruksi akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) meskipun dalam 

fatwa DSN-MUI Nomor 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah bahkan tidak menyebutkan secara 

eksplisit tentang skema Syirkah Al ‘Inan dan bai’, namun dijelaskan dalam Keputusan Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (2013) tentang pedoman implementasi Musyarakah Mutanaqishah 

dalam pembiayaan, pada bagian definisi produk disebutkan bahwa Pembiayaan Musyarakah 

Mutanaqishah adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah adalah syirkah al 'inan. 

Perbedaan berdasarkan kedua fatwa tersebut (MMBT dan MMQ) adalah terletak dari mekanisme 

pengalihan kepemilikan hishshah, dimana dalam akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi al Tamlik 

dilakukan secara sekaligus di akhir akad syirkah atau sesuai waktu yang disepakati, sedangkan dalam 

Musyarakah Mutanaqishah pengalihan porsi kepemilikan dilakukan secara bertahap (diminishing). 

Kemudian perbedaan lainnya adalah terkait penggunaan akad dalam proses pengalihan hishshah, 

dimana dalam MMBT dapat menggunakan bai’, hibah atau akad tamlik lainnya, sementara dalam 

MMQ disebutkan dalam fatwa menggunakan akad bai’ saja. 

 

Konsep Syirkah Al ‘Inan Dalam Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik Sesuai Fatwa 

DSN-MUI 

Untuk memudahkan dalam memahami skema syirkah al ‘inan dalam akad Al Musyarakah Al 

Muntahiyah Bi Al Tamlik, berikut di bawah ini simulasi skema syirkah al ‘inan pada produk 

pembiayaan Purchase Order Financing dengan merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 133 

dikaitkan dengan skema produk PO Financing sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 117. Gambar 1 

menjelaskan konsep syirkah dalam akad al musyarakah al muntahiyah bi al tamlik menggunakan 

syirkah al ‘inan. Hal tersebut tercermin pada poin nomor 8 bahwa objek syirkah yang dimiliki oleh 

syarik diusahakan (tasharruf) kepada pihak lain, baik tasharruf itu dilakukan dengan akad Ijarah, 

Mudharabah, Bai’ atau dengan mekanisme akad lainnya. Dalam pengelolaan (tasharruf) dalam 
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sebuah kegiatan usaha yang dilakukan menghasilkan keuntungan (baca; imbal hasil) maka dibagikan 

kepada para syarik sesuai dengan nisbah yang disepakati dengan pembagian imbal hasil sesuai dengan 

waktu yang disepakati juga. Kemudian imbal hasil yang menjadi hak salah satu syarik digunakan 

untuk pembelian dan pembayaran porsi (hishshah) yang dimiliki syarik lain secara sekaligus sehingga 

seluruh porsi kepemilikan syarik lain tersebut beralih secara penuh. 

 

 
Gambar 1 

Skema Syirkah dalam Akad MMBT Menggunakan Syirkah Al ‘Inan. 

Sumber: data olahan 

 

Keterangan: (1) adanya akad yang menimbulkan hubungan purchase order yang dibuktikan dengan 

kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan (Beneficiary) dengan pihak ketiga yang 

menjadi dasar pembiayaan; (2) calon Beneficiary atas dasar purchase order dari pihak ketiga, 

mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara; (3) atas dasar pengajuan 

pembiayaan tersebut, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan 

(Funder) untuk membiayai pengadaan barang; (4) dalam hal calon Funder menyetujui penawaran, 

dilakukan akad Wakalah Bil Ujrah antara Penyelenggara dengan Funder untuk melakukan akad 

pembiayaan kepada Beneficiary; Funder sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil; (5) 

penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Beneficiary berdasarkan akad Al Musyarakah Al 

Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT). Penyelenggara berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya di 

akhir periode atau sesuai waktu yang disepakati dan Beneficiary berjanji untuk membelinya; (6) 

penyelenggara dan Beneficiary masing-masing menyertakan porsi modal sesuai yang disepakati 

sehingga keduanya sama-sama memiliki porsi modal; (8) beneficiary melakukan pengadaan barang 

sesuai dengan pengajuan; (9) beneficiary melakukan kegiatan usaha (tasharruf) kepada pihak lain 

terhadap barang, baik dengan akad ijarah, mudharabah, bai' atau akad lain yang sesuai dengan 

prinsip syariah; (10) beneficiary dan Penyelenggara melakukan bagi hasil atas pendapatan usaha yang 

dijalankan sesuai dengan nisbah dan waktu yang disepakati; (11) penyelenggara menjual porsi 

(hishshah) yang menjadi miliknya kepada Beneficiary secara sekaligus sesuai dengan waktu yang 

disepakati (jika opsi peralihan kepemilikan dengan akad Bai’); (12) bagi hasil yang menjadi hak 

Beneficiary digunakan untuk pembayaran porsi (hishshah) yang dimiliki Penyelenggara sehingga 

seluruh porsi beralih kepemilikan kepada Beneficiary; (13) penyelenggara menyerahkan pokok dan 

imbal hasil (ujrah, margin atau bagi hasil) kepada Funder; dan (14) funder membayar ujrah kepada 

Penyelenggara atas jasa (wakalah) yang diberikannya. 

 

Konsep dan Implementasi Syirkah Al Amlak pada Produk Pembiayaan Purchase Order (PO) 

Financing dengan Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik 

Dalam kehidupan manusia terlebih dalam dunia bisnis, di mana ketersediaan modal 

merupakan unsur pokok dalam memulai atau mengembangkan usaha. Banyak pelaku usaha yang 
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mengalami ketiadaan modal atau kekurangan dana untuk membiayai usahanya dalam aktivitas bisnis 

atau perdagangan, sehingga untuk mengembangkan usahanya tersebut dapat dilakukan dengan cara 

memperoleh pembiayaan (Suadi, 2021). Lahirnya Fintech syariah, salah satunya bertujuan untuk 

menjembatani antara kekurangan modal yang dialami pengusaha dengan kemampuan finansial yang 

dimiliki pemilik dana melalui produk dan layanan yang diberikan. 

Beberapa model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip 

syariah yang dapat dijalankan oleh Fintech Financing Syariah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI 

Nomor 117/DSN-MUI/2018 antara lain: pembiayaan anjak piutang (factoring), pembiayaan 

pengadaan barang pesanan pihak ketiga (purchase order financing), pembiayaan pengadaan barang 

untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (online seller financing), pembiayaan pengadaan 

barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan mekanisme pembayaran melalui 

penyelenggara payment gateway, pembiayaan untuk pegawai (employee financing) dan pembiayaan 

berbasis komunitas (community based financing). 

PT ALami Fintek Sharia, produk pembiayaan anjak piutang (factoring) syariah dalam bentuk 

jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice) disertai pemberian talangan 

(qardh) menjadi produk dengan portofolio terbesar (45,07%) pada semester 1 tahun 2024 karena 

produk pembiayaan anjak piutang (factoring) ini dinilai cukup aman dan dengan risiko yang mampu 

dimitigasi dengan terukur dan sisanya produk pembiayaan dengan akad lainnya. Implementasi akad 

syirkah termasuk masih tergolong rendah karena dinilai memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi 

karena berpotensi terjadi naik turunnya pendapatan yang fluktuatif, tergantung dalam kondisi usaha 

yang dijalankan oleh mitra sehingga pemilihan produk dengan keuntungan yang sifatnya tetap (fixed 

income) masih menjadi pilihan dan daya tarik tersendiri bagi pemberi pendanaan (beneficiary). 

Berkaitan dengan hal tersebut, Alami mencoba melakukan inovasi dengan produk dan skema akad 

baru dimana akad tersebut berbentuk akad kemitraan namun keuntungan yang ditawarkan bersifat 

tetap (fixed) dengan risiko yang lebih dapat dimitigasi yakni akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi 

Al Tamlik (MMBT). Meskipun akad MMBT ini tidak secara jelas terdapat Fatwa No 177 dalam 

model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, namun sejatinya 

akad-akad lain boleh diimplementasikan sepanjang tidak ada unsur yang dilarang dalam syariah. 

Kemudian Akad MMBT ini diimplementasikan salah satunya pada produk pembiayaan 

pengadaan barang pesanan Pihak Ketiga (Purchase Order), dimana pembiayaan tersebut diberikan 

oleh PT Alami Fintek Sharia kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah 

kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Akad MMBT yang digunakan dilakukan modifikasi 

menggunakan konsep syirkah al amlak dan bai. Dari hal tersebut, penggunaan akd syirkah dapat 

ditingkatkan mamun risiko tetap dapat dimitigasi agar Pemberi Dana (Funder) merasa aman dengan 

dana yang diinvestasikan pada Platform PT Alami Fintek Sharia.  

PT Alami Fintek Sharia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang layanan keuangan 

syariah, ingin memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memberikan dampak yang luas 

terhadap layanan keuangan syariah yang diberikan. Produk Purchase Order Financing (“PO 

Financing”) diharapkan dapat menjadi alternatif jenis pembiayaan yang dapat diajukan oleh 

perusahaan komersial maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang inklusif dan komprehensif. 

Dimana sejatinya keuangan mikro syariah (termasuk Fintech Syariah) berpotensi mampu 

meningkatkan pertumbuhan UKM sehingga UKM memberikan kontribusi kepada pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Peranan sangat pentingnya, bukan saja karena kelompok usaha tersebut paling 

banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar, namun karena kontribusinya 

terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) lebih besar, serta mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Antonio, 2011; Marwan et al., 2019). Namun 

kendalanya adalah masih terbatasnya akses pendanaan syariah terutama yang menyediakan produk 

PO Financing yang sesuai dengan prinsip Syariah. Produk Purchase Order (PO) Financing juga 

ditawarkan oleh PT. ALAMI Fintek Sharia dalam rangka pengembangan (inovasi) dan peningkatan 

variasi produk yang dapat ditawarkannya kepada masyarakat, khususnya bagi UKM berbadan usaha 

di Indonesia. Bagi Beneficiary, Produk Purchase Order (PO) Financing dapat memenuhi kebutuhan 

pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia untuk pengadaan barang dalam 

mengembangkan bisnisnya. 
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Di samping itu, produk pembiayaan PO Financing dengan akad Al Musyarakah Al 

Muntahiyah Bi Al Tamlik dapat menjadi alternatif pembiayaan yang tidak dapat dilakukan dengan 

Akad Murabahah disebabkan oleh transaksi yang telah dilakukan antara Calon Penerima Pembiayaan 

(Beneficiary) dengan Pemasok (Supplier). Karena dalam akad Murabahah, Penjual (ALAMI Fintek 

Sharia) harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum dijual kepada Pembeli (Beneficiary). Jika 

transaksi sudah dilakukan oleh Beneficiary maka ALAMI Fintek Sharia tidak dapat membiayai 

dengan akad Murabahah kecuali dilakukan pembatalan (Iqalah) terhadap akad/transaksi sebelumnya 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Namun pembatalan akad (iqalah) tidak sepenuhnya dapat dilakukan 

karena terkadang terdapat kendala atau penolakan dari Pemasok (Supplier).  

Gambar 2 menjelaskan konsep dan skema akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik 

yang diimplementasikan dengan menggunakan syirkah al amlak dan bai’ yang digunakan dalam 

Produk pembiayaan PO Financing di PT Alami Sharia. Berdasarkan Gambar 2 tersebut dapat 

dijelaskan bahwa konsep syirkah dalam akad Musyarakah Muntahiyah bi al Tamlik pada Purchase 

Order (PO) Financing di atas menggunakan konsep syirkah al ‘amlak. Hal tersebut tercermin dalam 

poin nomor 8 bahwa ketika barang telah dimiliki secara bersama-sama melalui proses pengadaan, 

kemudian dilakukan tajzi’atul hishshah (pembagian dalam unit hishshah) dan para pihak mengetahui 

masing-masing porsi (hishshah) yang dimiliki, para pihak melakukan jual beli hishshah sesuai dengan 

wa’ad (janji) yang telah dilakukan pada saat akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik 

(MMBT) dilakukan.  

 

 
Gambar 2 

Skema Akad MMBT Dengan Menggunakan Syirkah Al Amlak Dan Bai’ Dalam Produk 

Pembiayaan PO Financing PT Alami Sharia 

Sumber: data olahan 

 

Keterangan: (1) adanya akad yang menimbulkan hubungan purchase order yang dibuktikan dengan 

kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan (Beneficiary) dengan pihak ketiga yang 

menjadi dasar pembiayaan; (2) calon Penerima Pembiayaan (Beneficiary) atas dasar purchase order 

dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara (PT Alami 

Sharia); (3) atas dasar pengajuan pembiayaan tersebut, PT Alami Sharia melakukan penawaran 

kepada calon Pemberi Pembiayaan (Funder) untuk membiayai pengadaan barang; (4) dalam hal 

Calon Pemberi Pembiayaan (Funder) menyetujui penawaran, dilakukan akad Wakalah Bil Ujrah 

antara PT Alami Sharia dengan Funder untuk melakukan akad pembiayaan kepada Beneficiary; 

Funder sebagai muwakkil dan PT Alami Sharia sebagai wakil; (5) PT Alami Sharia melakukan 

pembiayaan dengan Beneficiary berdasarkan akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik. PT 

Alami Sharia berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya di akhir periode atau sesuai waktu yang 

disepakati dan Beneficiary berjanji untuk membelinya; (6) PT Alami Sharia dan Beneficiary masing-

masing menyertakan porsi modal (ra's al maal); (7) Beneficiary atas seizin PT Alami Sharia 
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melakukan pengadaan barang sesuai dengan pengajuan, sehingga dengan pengadaan tersebut masing-

masing memiliki porsi atas barang yang dibagi dalam bentuk unit-unit hishshah sesuai dengan porsi 

modal yang dimiliki; (8) atas kepemilikan barang yang dimiliki secara bersama, PT Alami Sharia 

menjual porsi (hishshah) yang menjadi miliknya kepada Beneficiary secara sekaligus sesuai dengan 

waktu yang disepakati; (9) beneficiary membayar kepada PT Alami Sharia atas pembelian porsi 

(hishshah) yang dimiliki PT Alami Sharia sesuai dengan kesepakatan dalam akad sehingga seluruh 

porsi beralih kepemilikan kepada Beneficiary; (10) PT Alami Sharia menyerahkan pokok dan imbal 

hasil kepada Funder; dan (11) funder membayar ujrah kepada PT Alami Sharia atas jasa (wakalah) 

yang diberikannya. 

Dengan demikian, setelah Beneficiary memiliki barang secara penuh maka ia berhak atas 

kepemilikan barang termasuk dalam hal mentasharufkan kepada pihak lain misalnya menjual kepada 

pihak ketiga. Penjelasan tersebut terdapat ada perbedaan mendasar dalam implementasi akad MMBT 

dengan konsep syirkah amlak dengan akad MMBT sesuai Fatwa dengan bentuk syirkah al ‘inan 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dimana perbedaan tersebut adalah pada pendayagunaan aset syirkah 

(tasharruf). Pada konsep syirkah amlak, aset syirkah tidak dilakukan thasarruf, melainkan langsung 

dijual belikan. sebaliknya dalam syirkah al ‘inan, aset syirkah dikelola dan diproduktifkan sehingga 

menghasilkan sebuah keuntungan yang dapat dibagikan kpada para pihak yang bersyirkah (syarik). 

 

Tinjauan hukum fiqh terhadap konsep syirkah Al Amlak dalam akad Al Musyarakah Al Muntahiyah bi 

Al Tamlik 

Dalam literatur fiqih muamalah kontemporer, Para ahli memberikan berbagai definisi tentang 

akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT) diantaranya Shubair, (2007) dalam kitab 

al Mu’amalatul Maliyah al Mu'ashirah Fil Fiqhil Islam memberikan definisi tentang akad Al 

Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik dengan: 

 

كَةٌ يعُإطَى البَنإكُ فِيهَا الحَقَّ لِلشَّرِيكِ فيِ الحُلوُلِ مَحَلَّهُ فيِ المِلإكِيَّةِ دفَإعةًَ وَاحِدةًَ أوَإ دفَإعَ  اتٍ حَسَبمََا تقَإتضَِيإهِ الشُّرُوطُ المُتَّفَقُ عَلَيإهَاشِرإ  

 

“Suatu bentuk akad syirkah di mana pihak bank menyerahkan hak kepada mitra untuk 

menggantikannya dalam kepemilikan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan persyaratan yang 

disepakati”. 

 

Dalam kitab Mausu'ah al 'Alamiyyah wal 'Amaliyyah lil Bunuk al Islamiyyah disebutkan 

bahwa pengertian Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik adalah: 

 

سإلَامِيُّ فيِ رَأإسِ الإمَالِ شَرِكَةٌ أوَإ مُؤَسَّسَةٌ تِجَارِيَّةٌ أوَإ بنَُ ِ رِفُ الْإ نعٌَ أوَإ زِرَاعَةٌ مَعَ شَرِيكٍ أوَإ  مُشَارَكَةٌ يسَُاهِمُ فِيهَا الإمَصإ اياَتٌ أوَإ مَصإ

باَحِ بمُِوجَبِ الَِت فِاَقِ عِنإدَ ال تحَِقُّ كُلُّ مِنَ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ مِنَ الأرَإ ثرََ، وَعِنإدَ الن دِاَءِ يَسإ ِ أنَإ يَتنَاَزَلَ عَنإ أكَإ سإلَامِي  ِ رِفِ الْإ دِ الإمَصإ تَّعاَقدُِ مَعَ وَعإ

رِفِ، وَالإحُلُ  هُمِ الإمَصإ هُمِهِ إلِىَ شُرَكَائِهِ، وَالشُّرَكَاءُ يعَِدوُنَ بِشِرَاءِ أسَإ هُ فيِ الإمِلإكِيَّةِ، سَوَاءٌ عَلىَ دفَإعَةٍ وَاحِدةٍَ  ولُ مَحَلَّ حُقوُقهِِ عَنإ طَرِيقِ بَيإعِ أسَإ

 أوَإ دفَإعاَتٍ حَسَبمََا تقَإتضَِيهِ الشُّرُوطُ الإمُتفََقُ عَلَيإهَا 

 

“Suatu bentuk musyarakah dimana bank syariah (LKS) atau lembaga keuangan lainnya dengan 

syarÿknya (nasabah) menyumbangkan modal syirkah , dan setiap Syarik berhak mendapat bagian 

keuntungan sesuai dengan akad apabila pada akad awal disertai dengan janji dari pihak bank 

syariah (LKS) melepaskan hak kekayaannya dengan cara menjual sahamnya kepada Syarik 

(nasabah), dan Syarik (nasabah) menjanjikan kepada bank (LKS) tersebut untuk membeli saham milik 

bank syariah (LKS) tersebut dan menggantikan posisinya dalam hal kepemilikan saham, baik secara 

bertahap maupun seluruhnya sekaligus sesuai dengan ketentuan yang disepakati” 

 

Definisi yang disampaikan oleh Salah Sa'id Abdullah al Marzuqi dalam buku yang berjudul 

Al Syirkah al Muntahiyyah bi al Tamlik wa Tathbiqatuha fil Masharif al Islamiyyah memberikan 

definisi Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik sebagai berikut: 

 

خَرِ، عَلىَ أَ  ثرََ عَلىَ الإمُسَاهَمَةِ فيِ مَالٍ أوَإ مَا مِنإ أحََدِهِمَا وَالإعمََلُ مِنَ الْإ نإ يكَُونَ الإعاَئدُِ بَيإنهَُمَا حَسَبَ الَت فِاَقِ،  ات فِاَقُ اثإنَيإنِ أوَإ أكَإ

دٍ بذِلَِكَ  خَرِ أوَإ وَعإ تهَُ لِلْإ لِيكِ أحََدِهِمَا حِصَّ ترَِاطِ تمَإ  وَالإخَسَارَةُ بِحَسَبِ رَأإسِ الإمَالِ مَعَ اشإ
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“Perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih mengenai penyertaan modal atau modal 

dari satu pihak dan usaha pihak lain, keduanya berhak memperoleh keuntungan (dari usaha 

kerjasama) sesuai dengan perjanjian, dan kerugian tergantung pada bagiannya masing-masing 

modal, dan diharuskan adanya perpindahan kepemilikan hishah dari satu pihak ke pihak lain atau 

berdasarkan janji” (al-Marzuqi, 2000). 

 

Dalam beberapa literatur Fiqh disebutkan bahwa Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik 

termasuk ke dalam Al Uqud Al Muraqqabah atau akad ganda (multi akad). Al ‘Uqud al murakkabah 

terdiri dari dua kata yakni al ‘uqud dan al murakkabah yang secara bahasa berarti al jam’u yaitu 

mengumpulkan dan menghimpun (Khosyi’ah, 2014). Kata al jam‘u memberikan arti tadhamm al-

sya’i’ yakni berkumpulnya sesuatu.(Al Tahanawi, n.d.). Menurut Hammad, (2005) dalam bukunya Al 

'Uqud Al Murakkabah fil Fiqh al Islami memberikan definisi Al ‘Uqud Al Murakkabah dengan: 

 

أن يتفق الطرفان على إبرام معاملة )صفقة( تشتمل على عقدين فأكثر، كالبيع والْجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة  

والصرف والشركة والمضاربة، بحيث تعتبر موجبات تلك العقود مجتمعة وجميع الحقوق والَلتزامات المترتبة عليها غير قابلة 

 للتفريق والتجزئة، لتصبح في معاملة واحدة موحدة 

 

"Bahwa kedua belah pihak bersepakat melakukan suatu transaksi (kesepakatan) yang mencakup dua 

atau lebih akad, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, pertukaran, 

kemitraan, dan mudharabah, di mana kewajiban dari akad-akad tersebut dianggap secara 

keseluruhan dan semua hak serta kewajiban yang terkait tidak bisa dipisahkan dan dibagi-bagi, 

sehingga menjadi satu transaksi yang terpadu." 

 

Sedangkan menurut Al Imroni, (2006) bahwa Al ‘Uqud Al Murakkabah adalah: 

 

بحيث تعتبر جميع الحقوق والَلتزامات   -على سبيل الجمع أو التقابل  -مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد 

  المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد

 

“Gabungan dari beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh suatu akad, baik dengan cara 

gabungan (al jam’u) maupun secara timbal balik (at taqabil), sehingga seluruh hak dan kewajiban 

yang ditimbulkannya dianggap sebagai akibat hukum dari satu akad”.  

 

 Definisi lain terkait Al Uqud Al Murakkabah juga disebutkan dalam kitab Al Ma'ayir Al 

Syar'iyah yakni: 

 

 الجمع بين العقود هو عملية تشمل اتفاق بين طرفين أو أكثر على إبرام عقدين أو أكثر في معاملة واحدة 

 

“Penggabungan beberapa akad, yaitu sebuah proses yang melibatkan kesepakatan di antara dua 

pihak atau lebih untuk membuat dua kontrak atau lebih dalam satu transaksi” 

 

Selain istilah Al 'Uqud Al Murakkabah, para ahli fiqh juga menggunakan beberapa istilah lain 

yang mempunyai keterkaitan, kesamaan dan kemiripan dengan definisi akad murakkab. Beberapa 

istilah tersebut antara lain al ’uqûd al muta’addidah, al ’uqud al mutadakhilah, al ’uqud al 

mutakarrirah, al uqud al mujtami‘ah dan al ’uqud al mukhtalithah (Maulana, 2011). 

 

Bentuk Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT) dan Musyarakah Mutanaqishah 

(MMQ) 

Abdulah bin Muhammad bin Abdullah al Imrani dalam kitabnya berjudul Al ‘uqud al 

maliyyah al-murakkabah dirasah fiqhiyyah tashiliyyah wa tathbiqiyyah menyatakan bahwa Akad Al 

Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik merupakan nama lain dari Musyarakah Mutanaqishah. 

Secara bahasa, Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik berarti kerja sama antara sejumlah Syarik 

dengan menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha, dan modal usaha syirkah tersebut kemudian 

dibeli oleh Syarik lain secara bertahap, sehingga di akhir akad atau sampai waktu yang dijanjikan, 

kepemilikan modal salah satu Syarik akan habis dan seluruh modal usaha syirkah menjadi milik 
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Syarik lain. Pada saat itulah syirkah berakhir. Dengan demikian, syirkah ini dinamakan Al 

Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik karena memperhatikan status kepemilikan modal usaha 

bersama di akhir akad atau pada waktu yang disepakati menjadi milik Syarik lain secara penuh (Al 

Imroni, 2006). Murdhi Al ’Anazy dalam mendefinisikan Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik 

yakni: 

 

أما المشاركة المنتهية بالتمليك فقد عرفت بأنها: »شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة،  

 أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها.

 

“Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT) adalah Akad Syirkah dimana bank 

memberikan hak kepada Syarik untuk mengambil alih porsi kepemilikannya sekaligus atau beberapa 

tahap, sesuai syarat yang disepakati”. 

 

Pengertian tersebut bahwa Al ’Anazy menyamakan Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al 

Tamlik (MMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah dengan tidak membatasi cara jual beli porsi 

kepemilikan apakah dengan pembelian secara sekaligus atau bertahap. Al ’Anazy juga menjelaskan 

bahwa Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT) termasuk inovasi yang digagas 

perbankan Islam. Akad tersebut terdiri dari beberapa bentuk akad atau lebih dari satu akad (multi 

akad), baik itu terdiri dari syirkah dan bai' ataupun syirkah, bai' dan ijarah. (Al-’Anazy, 2015). Al 

Imroni juga mengungkapkan bahwa kebolehan akad Musyarakah Mutanaqishah (termasuk Al 

Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik) dengan bentuk syirkah al amlak dan bai’ (jual beli) 

sebagaimana ungkapannya; 

 

هي اتفاق طرفين على إحداث )إنشاء( شركة ملك بينهما في مشروع أو عقار أو منشأة صناعية أو غير ذلك؛ على أن تنتهي بانتقال  

 حصة أحد الشريكين )الممول( إلى الْخر تدريجياً بعقود بيع مستقلة متعاقبة. 

 

“Kesepakatan dua pihak untuk membuat syirkatul milk antara keduanya dalam suatu proyek atau 

bangunan atau pengembangan industri atau selainnya, yang berakhir dengan pemindahan hishshah 

salah satu Syarik (pemberi pembiayaan) kepada Syarik lain secara bertahap dengan akad bai' 

terpisah”. 

 

Al Imroni juga menjelaskan bahwa dikatakan konsep syirkah al amlak dan bai’ apabila 

syirkah terjadi pada objek misalnya seperti kepemilikan bersama terhadap tanah kemudian Syarik 

menjualnya secara bertahap kepada Syarik lain. 

 

 ، ثم تقوم المؤسسة ببيعها تدريجياً للعميل، فهي شركة ملك وبيع-كأرض مثلاً -إذا كان الَشتراك في عين 

 

“Jika syirkah pada objek - seperti tanah misalnya - kemudian LK menjualnya secara bertahap 

kepada nasabah. Ini adalah syirkatul milk (amlak) dan bai'”. 

 

Disamping itu, Al Imrony juga mengungkapkan konsep syirkah al uqud dengan jenis syirkah 

al ‘inan dengan ungkapannya: 

 

 إذا كان رأس المال مشتركا بينهما، وعلى كل منهما عمل يؤديه فهي شركة عنان، فتكون شركة عنان وبيع 

 

“Apabila modal bersama dari keduanya dan pekerjaan juga dari keduanya. Ini syirkah al 'inan 

dengan bai” 

 

Konsep Syirkah Al ‘Inan inilah sebagaimana yang digunakan oleh DSN-MUI dalam Fatwa 

nomor 133 tentang Musyarakah Al Muntahiyah Bi AL Tamlik. Najih Hammad dan Muhammad Ali 

Al Qari berpendapat bahwa musyarakah mutanaqishah (termasuk Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi 

Al Tamlik) bersumber dari syirkah al amlak yang diikuti secara paralel dengan akad al-bai’ 

(Hasanudin & Mubarak, 2012).  Abdulah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani dalam kitabnya 

berjudul Al ‘uqud al maliyyah al murakkabah dirasah fiqhiyyah tashiliyyah wa tathbiqiyyah 
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mengungkapkan bahwa Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik merupakan nama lain dari 

Akad Musyarakah Mutanaqishah. Menurutnya, dinamakan Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al 

Tamlik karena memperhatikan status kepemilikan modal usaha bersama di akhir akad atau pada waktu 

yang disepakati menjadi milik Syarik lain secara penuh (Al Imroni, 2006). Murdhi Al ’Anazy dalam 

mendefinisikan Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik yakni: 

 

أما المشاركة المنتهية بالتمليك فقد عرفت بأنها: »شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محلة في الملكية دفعة  

 .واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها

 

“Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik adalah Akad Syirkah di mana bank (LKS) memberikan 

hak kepada Syarik untuk mengambil alih porsi kepemilikannya secara sekaligus atau beberapa tahap, 

sesuai syarat yang disepakati”. 

 

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Al ’Anazy menyamakan Akad Al Musyarakah Al 

Muntahiyah Bi Al Tamlik dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah dengan tidak membatasi cara jual 

beli porsi kepemilikan, apakah pengalihan hishshah secara sekaligus (lump sum) atau secara bertahap 

(diminishing). Pengambilalihan sekaligus atau bertahap memiliki konsekuensi yang sama bahwa pada 

akhir akad syirkah seluruh hishshah salah satu syarik akan berpindah kepada syarik lain sepenuhnya. 

Itulah sebabnya dinamakan “al muntahiyah bi al tamlik”. 

Al ’Anazy juga menjelaskan bahwa Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik termasuk 

inovasi yang digagas perbankan Islam. Akad tersebut terdiri dari beberapa bentuk akad atau lebih dari 

satu akad (multi akad), baik itu terdiri dari syirkah dan bai' ataupun syirkah, bai' dan ijarah. (Al-

’Anazy, 2015). Al Imroni juga mengungkapkan bahwa kebolehan akad Musyarakah Mutanaqishah 

(termasuk Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik) dengan bentuk syirkah al amlak dan bai’ (jual 

beli) sebagaimana ungkapannya; 

 

هي اتفاق طرفين على إحداث )إنشاء( شركة ملك بينهما في مشروع أو عقار أو منشأة صناعية أو غير ذلك؛ على أن تنتهي  

عاقبةبانتقال حصة أحد الشريكين )الممول( إلى الْخر تدريجياً بعقود بيع مستقلة مت  . 

 

“Kesepakatan dua pihak untuk membuat syirkatul milk antara keduanya dalam suatu proyek atau 

bangunan atau pengembangan industri atau selainnya, yang berakhir dengan pemindahan hishshah 

salah satu Syarik kepada Syarik lain secara bertahap dengan akad bai' terpisah”. 

 

Al Imroni juga menjelaskan bahwa dikatakan konsep syirkah al amlak dan bai’ apabila 

syirkah terjadi pada objek misalnya seperti kepemilikan bersama terhadap tanah kemudian Syarik 

menjualnya secara bertahap kepada Syarik lain dengan ungkapannya; 

 

، ثم تقوم المؤسسة ببيعها تدريجياً للعميل، فهي شركة ملك وبيع-كأرض مثلاً -إذا كان الَشتراك في عين   

 

“Jika syirkah pada objek - seperti tanah misalnya - kemudian LK menjualnya secara bertahap 

kepada nasabah. Ini adalah syirkatul milk (amlak) dan bai'”. 

 

Disamping itu, Al Imroni juga mengungkapkan bahwa dikatakan syirkah al uqud (termasuk 

syirkah al ‘inan) dalam Musyarakah Mutanaqishah (juga Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al 

Tamlik) apabila dalam syirkah terdapat kontribusi modal dan pekerjaan (‘amal) yang dilakukan oleh 

para pihak (syarik), sebagaimana ungkapannya: 

 

 إذا كان رأس المال مشتركا بينهما، وعلى كل منهما عمل يؤديه فهي شركة عنان، فتكون شركة عنان وبيع 

 

“Apabila modal bersama dari keduanya dan pekerjaan juga dari keduanya. Ini syirkatul 'inan dengan 

bai” 

 

Konsep Syirkah Al ‘Inan inilah sebagaimana yang digunakan oleh DSN-MUI dalam Fatwa 

nomor 133 tentang Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik. Namun Najih Hammad dan 
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Muhammad Ali Al Qari berpendapat bahwa Musyarakah Mutanaqishah (termasuk Al Musyarakah Al 

Muntahiyah Bi Al Tamlik) bersumber dari syirkah al amlak yang diikuti secara paralel dengan akad 

al-bai’ (Hasanudin & Mubarak, 2012). Dengan demikian, berdasarkan pendapat para ahli fiqh 

sebagaimana penulis sebutkan di atas, tidak ada larangan dalam penggunaan akad syirkah al amlak 

dalam akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik termasuk pada implementasi produk 

Pembiayaan pengadaan Barang Pihak Ketiga (Purchase Order Financing) di PT Alami Fintek Sharia. 

Hal tersebut sejalan dengan kaidah umum tentang muamalah yang menyatakan bahwa asal dari segala 

transaksi itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Semua dikembalikan kepada 

mekanisme pasar. 

 

 َ رِيمِها ياَءِ الِْباَحَةُ حَتَّى يدَلَُّ الدَّلِيلُ عَلىَ التَّحإ لُ فيِ الأشَإ  الأصَإ

 

"Asal dalam segala sesuatu adalah mubah (boleh) hingga ada dalil yang menunjukkan 

keharamannya." (Abu Bakr Al Suyuthi, n.d.). 

 

Implikasi penggunaan konsep syirkah al amlak dalam Pembiayaan Purchase Order (PO) Financing 

dengan akad Musyarakah Muntahiyah Bi Al Tamlik di PT Alami Fintek Syariah 

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan di atas bahwa terdapat 2 (dua) 

perbedaan susunan akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT) antara konsep Fatwa 

DSN-MUI dengan Implementasi yang dijalankan oleh PT ALAMI FIntek Sharia. Fatwa DSN-MUI 

menetapkan bahwa akad MMBT terdiri dari Syirkah al ‘Inan dan Bai’. Sementara implementasi di PT 

ALAMI Fintek Sharia menggunakan Syirkah Al Amlak dan Bai’. Kedua bentuk susunan akad tersebut 

telah sejalan dengan keterangan para ulama fiqh kontemporer menyebutkan keabsahan bentuk 

keduanya, artinya diperbolehkan sepanjang tidak ada unsur larangan di dalamnya (Fadal, 2008). Hal 

tersebut sebagaimana kaidah umum tentang muamalah: 

 

 َ رِيمِها ياَءِ الِْباَحَةُ حَتَّى يدَلَُّ الدَّلِيلُ عَلىَ التَّحإ لُ فيِ الأشَإ  الأصَإ

 

"Asal dalam segala sesuatu adalah mubah (boleh) hingga ada dalil yang menunjukkan 

keharamannya." (Abu Bakr Al Suyuthi, n.d.). 

 

Namun demikian terdapat implikasi berbeda dari implementasi 2 (dua) konsep tersebut 

diantaranya jika dilihat dari hak dan tanggung jawab, Syirkah Al Amlak dan Syirkah Al ‘Inan (yang 

masuk kedalam Syirkah Al ‘Uqud) memiliki perbedaan mendasar yakni Syirkah Al Amlak adalah 

bentuk kemitraan di mana syarik memiliki aset bersama tanpa hak perwakilan/kuasa (wakalah) atau 

jaminan (kafalah) satu sama lain. Dalam syirkah ini, setiap syarik tidak dapat bertindak atas bagian 

aset syarik lainnya. Contohnya, jika dua orang bersama-sama memiliki sebuah motor, mereka tidak 

bisa menjual atau menyewakan bagian syarik lain tanpa izin. Jika salah satu syarik merusak aset 

tersebut, tanggung jawab kerusakan hanya ditanggung oleh syarik yang merusak tanpa mempengaruhi 

bagian mitra lainnya. 

Dalam pembiayaan PO Financing misalnya, pihak Penerima Pembiayaan (Beneficiary) 

setelah pengadaan barang, tidak dapat menjual kepada pihak Ketiga (Bouwheer) selain porsi 

(hishshah) yang menjadi miliknya, kecuali Beneficiary telah melakukan jual beli atas porsi (hishshah) 

milik ALAMI sehingga seluruh porsi berpindah kepemilikan kepada Beneficiary. Oleh karenanya, 

pada implementasi penjualan hishshah kepada Beneficiary, dilakukan setelah pengadaan barang oleh 

Beneficiary. Hal tersebut bertujuan agar Beneficiary dapat menjual barang yang secara penuh telah 

dimilikinya kepada Pihak Ketiga yang memesan barang. Adapun pembayaran (repayment) yang 

dilakukan oleh Beneficiary kepada ALAMI mengikuti pembayaran yang bersumber dari Pihak 

Ketiga. 

Berbeda dengan syirkah al amlak, pada syirkah al ‘uqud (baca; syirkah al ‘inan) terdapat 

unsur wakalah dan kafalah, di mana setiap syarik memberikan hak atau izin kepada syarik lainnya 

untuk mengelola dan bertindak atas aset bersama. Dalam jenis syirkah ini, implikasinya adalah syarik 

bisa saling menjual, menyewakan, atau mengelola aset tanpa perlu persetujuan terpisah dari setiap 

tindakan yang dilakukannya. Selain itu, jika terjadi kerusakan pada aset yang dimiliki bersama, 
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kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi kepemilikan atau kontribusi modal masing-masing 

syarik. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama 

Indonesia (DSN) Nomor 113 konstruksi akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik 

menggunakan skema Syirkah Al ‘Inan dan Bai’. Hal ini ini juga sebagaimana diterapkan dalam 

konstruksi akad Musyarakah Mutanaqishah meskipun dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73 tentang 

Musyarakah Mutanaqishah yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam pedoman implementasi 

Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan dalam Keputusan DSN-MUI. Sebaliknya 

implementasi di PT Alami Fintek Sharia, Akad Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik 

menggunakan konsep Syirkah Al Amlak dan Bai’ yang secara fiqih juga diperkenankan sebagaimana 

konsep yang disampaikan oleh Al Imrani dalam kitab Al Uqud al Maliyyah al Murakkabah Dirasah 

Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah, Najih Hammad dalam kitab Al ’Uqud Al Murakkabah Fi Al 

Fiqh Al Islami dan Muhammad Ali Al Qari sebagaimana yang dikutip oleh Hasanudin & Mubarak, 

2012 dalam bukunya berjudul Perkembangan Akad Musyarakah. 

Implikasi dari penggunaan konsep Syirkah Al Amlak dan Bai’ adalah pihak Penerima Dana 

(Beneficiary) setelah pengadaan barang, tidak dapat menjual kepada pihak ketiga (Bouwheer) selain 

porsi (hishshah) yang menjadi miliknya, kecuali telah dilakukan jual beli atas porsi (hishshah) milik 

ALAMI sampai seluruh porsi berpindah kepemilikan kepada Beneficiary. Setelah seluruh hishshah 

dimiliki oleh Beneficiary, maka ia baru dapat menjual barang tersebut kepada Pihak Ketiga yang 

memesan barang. Oleh Karenanya, pada tataran praktik Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al 

Tamlik (MMBT) di PT ALAMI Fintek Sharia, penjualan Hishshah dilakukan tidak mengikuti tenor 

pembiayaan (misalnya waktu pembiayaan selama 3 (tiga) bulan), melainkan jual beli hishshah 

dilakukan sesaat setelah pengadaan barang, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara tunda 

(muajjal) di akhir jatuh tempo pembiayaan sesuai dengan pembayaran dari Pihak ketiga yang diterima 

oleh Beneficiary. Penjualan Hishshah lebih awal dari jatuh tempo pembiayaan masih diperkenankan 

karena secara ketentuan akad MMBT pengalihan hishshah dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang 

disepakati. Implikasi lain, Syirkah al ‘Uqud (Syirkah Al ‘Inan) lebih fleksibel dalam pengelolaan aset 

dan tanggung jawab dibandingkan Syirkah al Amlak. Namun jika dilihat dari sisi kepraktisan, Akad 

Syirkah Al Amlak lebih mudah dan simple dari pada Syirkah al ‘Inan karena tanpa pengelolaan aset 

(tasharruf) melainkan para syarik setelah melakukan pengadaan barang secara bersama dilanjutkan 

dengan jual beli hishshah secara sekaligus milik syarik oleh syarik lain seperti praktek dalam jual beli 

atas saham. 
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